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Abstract 

 
Poverty in Indonesia experiences a declining trend, both in number and percentage, but Pa-

pua Province is not the case. The number of poor people in Papua has increased and the po-

sition of poverty levels is higher than the national level. Heterogeneity of poverty occurs in 

the districts and cities of Papua. The purpose of this study is to analyze the determinants of 

poverty in regencies and cities in Papua Province. Determinants of poverty include econo-

mic growth, human development, decentralization, and regional status. This research uses 

quantitative methodology with multiple linear regression analysis cross-section analysis 

tools. The findings of this study are an increase in economic performance which is proxied 

by economic growth that can reduce poverty levels in districts and cities in Papua Province. 

Other findings, show an increase in the quality of human resources as a form of human de-

velopment in proxy with the human development index is also able to reduce poverty levels. 

The results of this study also show that regional status and fiscal decentralization have not 

been able to significantly influence poverty reduction. Government policies need to be for-

med in forming partnerships with the public and the private sector in improving economic 

performance and human development in order to improve the welfare of the community. In 

addition, without ignoring the decentralization policy, the management of potential resour-

ces needs to be optimized to increase the ability and independence of the region in financing 

regional expenditure, particularly in poverty alleviation programs. 

 

Keywords:Poverty;Economic Growth; Human Development; Decentralization; Regio-

nal Status 
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1. PENDAHULUAN 

Tujuan akhir pembangunan ada-

lah peningkatan kesejahteraan masya-

rakat. Salah satu indikator peningkatan 

kesejahteraan adalah rendahnya ting-

kat kemiskinan. Menurut Samputra & 

Munanda (2019), presentase penduduk 

miskin meningkat, mencerminkan se-

makin rendahnya tingkat kesejahtera-

an suatu negara. Selama ini, kemiski-

nan selalui menjadi isu strategis dalam 

pembangunan suatu negara. Terbukti, 

setelah Tujuan Pembangunan Mileni-

um (Millenium Development Goals/ 

MDGs) berakhir, tertuang kembali tu-

juan pembangunan mengenai tidak a-

danya kemiskinan dalam bentuk apa-

pun muncul pada Tujuan Pembangu-

nan Berkelanjutan (Sustainable Deve-

lopment Goals/SDGs). 

Kemiskinan tidak lagi dipahami 

hanya sebatas kemampuan ekonomi, 

tetapi juga kegagalan memenuhi hak-

hak dasar dan perbedaan perlakuan ba-

gi seseorang atau sekelompok orang 

dalam berkehidupan secara bermarta-

bat. Hak-hak dasar yang diakui secara 

umum seperti terpenuhinya kebutuhan 

pangan, kesehatan, pendidikan, peker-

jaan, perumahan, air bersih, pertanah-

an, sumber daya alam dan lingkungan 

hidup, rasa aman dari perlakuan atau 

ancaman tindak kekerasan dan hak un-

tuk berpartisipasi dalam kehidupan so-

sial dan politik (Badan Pusat Statistik, 

2017b). Selama dua dekade, Indonesia 

masih mendapatkan tantangan dalam 

pembangunan nasionalnya, yaitu per-

masalahan kemiskinan dan kondisinya 

yang sekarang ini termasuk sebagai 
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negara berpenghasilan menengah (mi-

ddle income country). 

Berdasarkan tabel 1, perkemba-

ngan kemiskinan di Indonesia tahun 

2014-2018 cenderung mengalami pe-

nurunan baik dari sisi jumlah maupun 

persentasenya. Adapun penurunan ke-

miskinan yang terjadi baik secara ab-

solut maupun relatif. Penurunan pre-

sentase kemiskinan secara nasional, 

juga dialami Provinsi Papua selama 

periode tahun yang sama. Namun, pre-

sentase kemiskinan Provinsi Papua 

menunjukkan posisi lebih tinggi di-

bandingkan nasional. Selain itu, secara 

jumlah dan porsi penduduk miskin di 

Provinsi Papua cenderung mengalami 

peningkatan. 

Lebih lanjut, kondisi kemiskinan 

provinsi yang lebih tinggi dibanding-

kan nasional juga dialami kabupaten 

dan kota di Provinsi Papua. Pada gam-

bar 1 menunjukkan tingkat kemiskin-

an kabupaten dan kota yang ada di 

Provinsi Papua lebih tinggi dibanding-

kan nasional. Selain itu, masih banyak 

kabupaten yang tingkat kemiskinan-

nya lebih tinggi dibandingkan dengan 

Provinsi Papua. Sehingga dapat disim-

pulkan bahwa peningkatan kesejahte-

raan masyarakat belum sepenuhnya 

dinikmati secara merata di kabupaten 

dan kota di Provinsi Papua. 

 

 

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Kemiskinan Provinsi Papua terhadap Nasional 

Wilayah/Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 

Presentase Kemiskinan (%) 

Provinsi Papua 27,80 28,17 28,54 27,62 27,74 

Indonesia 10,96 11,13 10,70 10,12 9,66 

Penduduk Miskin (ribu jiwa) 

Provinsi Papua 864,11 898,21 914,87 910,42 915,22 

Indonesia 27727,78 28592,79 27764,32 26582,99 25674,58 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, berbagai tahun (diolah)  

 

 

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Provinsi Papua dan Nasional 2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 
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Berdasarkan data mengenai per-

kembangan kemiskinan seperti yang 

telah dijelaskan di muka, permasalah-

an kemiskinan di Indonesia ternyata 

jauh lebih kompleks. Secara makro, 

menujukkan perkembangan yang me-

nurun akan kemiskinan, namun secara 

regional atau lokal menunjukkan kon-

disi sebaliknya. Munculnya fenomena-

fenomena dalam pembangunan terse-

but karena adanya pergeseran dan pe-

rubahan paradigma pembangunan eko-

nomi. Kesalahan dalam rangka pene-

rapan model pembangunan yang men-

jadi faktor penyebab munculnya dis-

torsi. Pergeseran paradigma pemba-

ngunan dilakukan dengan merubah ke-

cenderungan dalam mengukur keber-

hasilan pembangunan secara makro 

menjadi pendekatan-pendekatan regio-

nal dan daerah. Dengan demikian, tu-

juan penelitian ini adalah menganalisis 

determinan dari heterogenitas kemis-

kinan kabupaten dan kota di Provinsi 

Papua. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HI-

POTESIS 

Salah satu Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Develop-

ment Goals/SDGs) adalah tidak ada 

kemiskinan dimanapun. Suatu peren-

canaan, strategi dan kebijakan pemba-

ngunan dalam mengatasi kemiskinan 

terus diterapkan secara terintegrasi 

mulai dari nasional sampai regional. 

Rustiadi, et al. (2011) menjelaskan 

pergeseran dan perubahan paradigma 

pembangunan ekonomi dilakukan de-

ngan merubah kecenderungan dalam 

mengukur keberhasilan pembangunan 

secara makro menjadi pendekatan re-

gional dan daerah. 

Banyak kajian mengenai kemis-

kinan agar mendapatkan formula yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Beberapa kajian mengenai 

kemiskinan dengan pendekatan dan 

metode yang berbeda mulai dari me-

tode panel data (Dartanto & Nurkho-

lis, 2013; Prapdopo, 2018; Samputra 

& Munanda, 2019; Sofilda, et al., 

2013; Widianingrum, et al., 2019), re-

gresi berganda (Adeyemi, et al., 2009; 

Astrini & Purbadharmaja, 2013), ana-

lisis jalur (Prapdopo, 2018), probit dan 

tobit (Achia, et al., 2010; Akerele, et 

al., 2012; Islam, et al., 2017), model 

dinamis dengan spatial autoregressive 

(Caraka, 2017), metode Growth Inci-

dence Curve dan Pro-Poor Growth In-

dex (Permadi, 2018). Selain itu, indi-

kator dan tingkat dimensi yang ber-

beda mulai antar negara (Adeyemi et 

al., 2009), suatu negara (Islam et al., 

2017; Kedir & Mckay, 2005; Permadi, 

2018), antar provinsi (Dartanto & 

Nurkholis, 2013; Pratama, 2014; Sam-

putra & Munanda, 2019; Sofilda et al., 

2013), tingkat provinsi (Astrini & Pur-

badharmaja, 2013; Caraka, 2017; Sis-

ca, et al. 2013; Usman & Diramita, 

2018), antar kabupaten di dalam satu 

provinsi (Prapdopo, 2018; Sofilda et 

al., 2013; Widianingrum et al., 2019).  

Terkait konsep dan ukuran ke-

miskinan, beberapa tawaran konsep 

dan pengukuran dapat digunakan sesu-

ai dengan kondisi guna mendapatkan 

indikator kesejahteraan yang mema-

dai. Indeks kemiskinan FGT adalah 

pengukuran indeks yang dicetuskan o-

leh Foster, et al. (1984) dapat diguna-

kan sebagai alternatif dalam penguku-

ran kemiskinan suatu wilayah (Bogale, 

et al., 2005). Singh (2012) menawar-

kan pengukuran baru kemiskinan de-

ngan ketidaksetaraan indeks kemiskin-

an yang mirip dengan literatur keti-

daksetaraan akan kesempatan (inequa-

lity of opportunity). Indeks tersebut 

muncul karena indeks kemiskinan 

yang umum digunakan dan gagal da-

lam menangkap intensitas yang dife-

rensial dari kemiskinan di berbagai ke-

lompok sosial-ekonomi.  

Kebijakan-kebijakan terus dila-

kukan dengan mengidentifikasi berba-

gai faktor yang berperan untuk meng-

entasakan kemiskinan. Salah satu indi-
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kator yang digunakan untuk pengenta-

san kemiskinan dan mewujudkan ke-

sejahteraan masyarakat dengan pem-

bangunan manusia melalui peningkat-

an kualitas sumber daya manusia. Fak-

tor yang signifikan berkontribusi da-

lam penurunan tingkat kemiskinan a-

dalah Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Sumber daya manusia menjadi 

aset yang sangat penting dan investasi 

yang tidak ternilai dalam jangka pan-

jang. Apabila pemerintah berkomit-

men untuk meningkatan kesejahteraan 

dan menurunkan kemiskinan melalui 

pengembangan kualitas sumber daya 

manusia (Prapdopo, 2018; Samputra 

& Munanda, 2019; Sofilda et al., 

2013). Sebagai indikator pengukur ke-

berhasilan pembangunan manusia, in-

deks pembangunan manusia (IPM) 

yang memiliki konsep dasar yang di-

miliki manusia diharapkan mampu 

membawa perubahan dalam kesejahte-

raan manusia (Arsyad, 2010; Badan 

Pusat Statistik, 2017a). 

Peran dari pertumbuhan ekono-

mi yang digunakan pula dalam melihat 

keberhasilan pembangunan, juga men-

jadi syarat bagi pengurangan kemiski-

nan. Pertumbuhan ekonomi yang ting-

gi diharapkan dapat dirasakan secara 

merata disetiap golongan masyarakat, 

termasuk penduduk miskin. Dalam hi-

potesis Kuznet, pertumbuhan ekonomi 

dan kemiskinan memiliki hubungan 

yang erat. Pada tahap awal dari proses 

pembangunan, tingkat kemiskinan re-

latif cenderung tinggi karena pertum-

buhan ekonomi sebagai akibat dari 

distribusi pendapatan belum merata ke 

semua golongan. Namun, dalam jang-

ka panjang, dengan pelaksanaan pem-

bangunan yang mulai merata, secara 

berangsur-angsur mampu mengurangi 

kemiskinan (Arsyad, 2010; Prapdopo, 

2018). Paradox hubungan pertumbuh-

an ekonomi dan kemiskinan mungkin 

terjadi. Selain disebabkan priode wak-

tu yang singkat (jangka pendek), per-

tumbuhan ekonomi tinggi belum tentu 

menurunkan kemiskinan. Hal tersebut 

dapat juga disebabkan adanya kebija-

kan pemerintah yang diimplementasi-

kan tidak pro poor tetapi pro rich, pe-

ngeluaran yang kurang produktif pada 

sektor-sektor basis dan bahkan akibat 

investasi yang padat modal. 

Salah kebijakan yang diambil 

pemerintah dalam upaya mengentas-

kan kemiskinan yaitu dengan kebija-

kan otonomi daerah. Menurut Mc-

william (2011) dan Seymour & Tur-

ner (2002), kabupaten atau kota me-

rupakan bentuk otonomi yang se-

sungguhnya. Semenjak pemerintah 

daerah lebih dekat dengan masyara-

kat lokal daripada pemerintah pusat 

melalui otonomi daerah, pemerintah 

mampu memperbaiki efisiensi eko-

nomi, lebih tanggap terhadap kebu-

tuhan dan preferensi lokal. Pemerin-

tah dan juga masyarakat diharapkan 

mampu memberdayakan sumberda-

ya lokal untuk meningkatkan kese-

jahteraan melalui pembangunan e-

konomi daerah yang lebih beroto-

nom. Salah satu euforia dan konse-

kuensi logis dari kebijakan otonomi 

daerah adalah tuntutan pembentukan 

daerah baru (pemekaran) dari peme-

rintah daerah yang ada. Menurut 

Jamal (2017), dorongan daerah-dae-

rah untuk melakukan proliferasi wi-

layah diharapkan mampu mening-

katkan kesejahteraan.  

Lebih lanjut, adanya otonomi 

daerah menuntut peran pemerintah da-

erah dalam meningkatkan kesejahteran 

masyarakat dan pengentasan kemiski-

nan melalui desentralisasi fiskal. De-

sentralisasi fiskal berpotensi untuk 

mengurangi kemiskinan apabila ditan-

dai dengan otonomi keuangan yang 

lebih besar dari unit lokal dengan alo-

kasi anggaran yang tepat, prioritas, a-

kuntabilitas dan responsif. Akuntabili-

tas dan regulasi yang tepat dapat me-

ngurangi resiko penyelewengan dari 

sisi kelembagaan seperti korupsi. E-

fektif, efisien, dan transparan kelem-
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bagaan dan kerangka hukum untuk 

memastikan transfer fiskal yang efek-

tif antara pemerintah pusat dan daerah 

dalam rangka menghilangkan berbagai 

penyimpangan terkait dengan fiskal 

desentralisasi (Agyemang-Duah et al., 

2018; Jütting et al., 2004). Desentra-

lisasi fiskal dapat membawa efisien-

si ekonomi yang besar dalam aloka-

si sumber daya antar sektor publik. 

Desentralisasi fiskal mampu mem-

perbaiki efisiensi ekonomi semenjak 

pemerintah daerah lebih dekat de-

ngan masyarakat lokal daripada pe-

merintah pusat sehingga pemerintah 

daerah akan lebih tanggap terhadap 

kebutuhan dan preferensi lokal (Fa-

dli, 2014). Adanya kebijakan desen-

tralisasi memberikan optimistis da-

lam mengurangi kemiskinan dengan 

kewenangan daerah dalam melaku-

kan pengelolaan keuangan khusus-

nya dalam program pengentasan ke-

miskinan. 

Ternyata, kebijakan desentrali-

sasi memberikan kontradiksi dalam 

pembangunan. Adanya desentralisa-

si bukan untuk mengurangi kemis-

kinan tetapi untuk mendorong per-

tumbuhan ekonomi dan pembangun-

an (Martinez-vazquez & Mcnab, 

2003). Penerapan desentralisasi fis-

kal dalam upaya untuk mengurangi 

kemiskinan cenderung untuk menu-

tup defisit anggaran, dan menarik 

anggaran pemerintah pusat untuk 

menutupi kekurangan tersebut. Ada-

nya desentralisasi fiskal beresiko pe-

merintah daerah cenderung akan le-

bih korup daripada pemerintah pu-

sat, menyebabkan keputusan penge-

luaran yang buruk dan penyalahgu-

naan sumber daya publik. Pada a-

khirnya upaya pengurangan kemis-

kinan menjadi sia-sia sebagai akibat 

dari program untuk orang miskin 

berkualitas rendah dan tidak meres-

pons kebutuhan mereka (Agyemang 

-Duah et al., 2018; Crook, 2003). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Pendekatan positivis menjelas-

kan tentang peneliti memulai dengan 

hubungan sebab-akibat yang secara lo-

gika diambil dari hukum sebab-akibat 

dalam teori umum. Semua proses me-

ngarah pada uji empiris dan konfirma-

si hukum (teori) dalam kehidupan so-

sial. Pada umumnya, perspektif positi-

vism menggunakan pendekatan de-

ngan arah deduktif. Pendekatan de-

ngan arahan deduktif dapat mengem-

bangkan dan menegaskan suatu teori 

yang dimulai dengan konsep abstrak 

dan hubungan teoritis serta mengarah 

kepada bukti empiris yang lebih kon-

kret (Neuman, 2011). Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan perspektif 

positivism dengan pendekatan deduk-

tif. 

Jenis data yang digunakan ada-

lah data sekunder dengan tipe data 

cross section yang meliputi kabupaten 

dan kota di Provinsi Papua pada tahun 

2018. Sumber data penelitian ini ada-

lah laporan dan website seperti Badan 

Pusat Statitik. Penelitian ini merupa-

kan penelitian kuantitatif mengguna-

kan metodologi ekonometrika. Dalam 

metodologi ini, alat analisis yang di-

gunakan adalah regresi, yaitu suatu a-

lat analisis statistik yang didesain un-

tuk mengukur arah dan besarnya pe-

ngaruh satu atau lebih variabel terha-

dap satu atau lebih variabel dependen 

(Gujarati & Porter, 2009). Regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi linier berganda. Model 

persamaan regresi linier berganda se-

bagai berikut: 
 

𝑃𝑂𝑉𝑅𝑖 = 𝛽0+𝛽1𝐷1 +
𝛽2𝐷𝐹𝐵𝐻𝐵𝑃𝑖+𝛽3𝐸𝐺𝑖 +
𝛽4𝐻𝐷𝐼𝑖+ ε𝑖 

 

Di mana, i adalah kabupaten/ko-

ta; β adalah parameter (konstanta dan 

koefisien regresi); ε adalah error term; 

EG adalah pertumbuhan ekonomi 

yang menunjukkan perkembangan ke-
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giatan dalam perekonomian dimana 

produksi barang dan jasa yang me-

ngalami peningkatan yang digunakan 

untuk kemakmuran masyarakat; FDB-

HBP adalah Desentralisasi Fiskal yang 

menunjukkan rasio Bagi Hasil Bukan 

Pajak terhadap Total pendapatan; HDI 

adalah indek pembangunan manusia; 

POVR adalah tingkat kemiskinan dan 

D1 adalah variabel dummy yang me-

nunjukkan status daerah (1 daerah pe-

mekaran dan 0 daerah lainnya/induk. 

Regresi lancung mengakibatkan 

koefisien regresi penaksir tidak efisi-

en, peramalan berdasarkan regresi ter-

sebut akan meleset dan uji baku yang 

umum untuk koefisien regresi menjadi 

tidak sahih atau invalid. Anggapan da-

sar klasik dibutukan dengan member-

lakukan uji diagnostik terhadap suatu 

model, yang antara lain terdiri atas uji 

multikolinieritas, uji normalitas, uji li-

nieritas dan uji homoskedastisitas 

(Gujarati & Porter, 2009; Insukindro, 

1991). Guna terhindar dari regres lan-

cung terkait penggunakan alat analisis 

yang diterapkan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan pendeteksian berupa 

uji diagnosis berdasarkan anggapan 

dasar klasik regresi. 

 

4. ANALISIS DATA DAN PEMBA-

HASAN 

Heterogenitas kemiskinan terjadi 

di kabupaten dan kota Provinsi Papua. 

Alat analisis regresi Ordinary Least 

Square (OLS) dengan model ekono-

metrik digunakan untuk menjawab tu-

juan penelitian ini mengenai determi-

nan dari heterogenitas kemiskinan Ka-

bupaten dan Kota di Provinsi Papua. 

Hasil estimasi model ekonometrik be-

serta uji diagnosisnya terangkum da-

lam tabel 2. 

Data yang digunakan dalam pe-

nelitian ini adalah data cross section, 

sehingga seperti yang disajikan dalam 

tabel 2, asumsi model regresi linier 

klasik (CLRM assumption) meliputi u-

ji multikolineritas, uji normalitas resi-

dual, uji heteroskedastisitas dan uni 

spesifikasi model. Menurut Gujarati & 

Porter (2009), pengujian autokorelasi 

tidak gunakan karena masalah autoko-

relasi biasanya muncul pada data time 

series.  

Uji multikolinieritas yang digu-

nakan menggunakan VIF. Pada uji 

VIF, terdapat masalah multikolinieri-

tas yang serius apabila bila VIF ma-

sing-masing variabel independen ada 

yang bernilai lebih dari 10. Berdasar-

kan tabel 2 terlihat nilai VIF untuk 

variabel status daerah, desentralisasi 

fiskal pertumbuhan ekonomi dan in-

deks pembangunan manusia lebih ke-

cil dari 10. Jadi dapat disimpulkan ti-

dak terdapat masalah multikolinieritas 

yang serius. 

 

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Ekonometrik 

𝑃𝑂𝑉𝑅𝑖
̂ =  76,5721 –  1,2749𝐷1  +  0,1222𝐷𝐹𝐵𝐻𝐵𝑃𝑖 – 1,4662𝐸𝐺𝑖 – 0,6806 𝐻𝐷𝐼𝑖  

              (0,0000)*       (0,7495) (0,6576)              (0,0695)***       (0,0002)* 

R2 = 0,6417; DW-Stat. = 2,0708; F-Stat. = 10,7443; Prob. F-Stat. = 0,000 

Asumsi model regresi linier klasik 

(1) Multikolinieritas (VIF) 

D1= 1,9679; DFBHBP = 1,6156; EG = 1,2921; HDI = 2,0999 

(2) Normalitas 

JB(2) = 0,9677; Prob. (JB) = 0,6164 

(3) Heteroskedastisitas (White with cross term) 

2(13) = 18,6530; Prob. (2) = 0,1343 

(4) Linieritas (Ramsey Reset) 

F(2,22) = 1,8542; Prob. (F) = 0,1802 

Keterangan: *Signifikan pada  = 0,01; **Signifikan pada  = 0,05; ***Signifikan pada  = 0,10. 

Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik (p value) t-statistik.  

Sumber: BPS, diolah.  
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Normalitas residual akan diuji 

memakai Jarque Bera (JB). Hipotesis 

nol menunjukkan distribusi residual 

normal. Menolak hipotesis nol apabila 

probabilitas statistik JB lebih kecil sa-

ma dengan α. Dari tabel 2, terlihat ni-

lai probabilitas statistik JB adalah se-

besar 0,6164 lebih besar dari 0,10. Ja-

di gagal menolak hipotesis nol, de-

ngan demikian dapat disimpulkan dis-

tribusi residual normal. 

Uji white digunakan untuk men-

deteksi masalah dari heteroskedastisi-

tas. Hipotesis nol menunjukkan tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas 

dalam model. Menolak hipotesis nol 

apabila probabilitas statistik 2  lebih 

kecil sama dengan α. Dari tabel 2, ter-

lihat nilai probabilitas statistik 2 ada-

lah sebesar 0,1343 lebih besar dari 

0,10. Jadi gagal menolak hipotesis nol, 

dengan demikian memiliki kesimpulan 

tidak terdapat masalah heteroskedas-

tisitas dalam model. 

Ketepatan spesifikasi atau linie-

ritas model dalam penelitian ini akan 

diuji memakai uji Ramsey Reset. Uji 

ini memiliki hipotesis nol spesifikasi 

modelnya tepat atau linier. Menolak 

hipotesis nol apabila probabilitas sta-

tistik F lebih kecil sama dengan α. Ni-

lai probabilitas statistik F adalah se-

besar 0,1802 lebih besar dari 0,10 (li-

hat tabel 2). Jadi gagal menolak hipo-

tesis nol, dengan demikian dapat di-

simpulkan bahwa spesifikasi model-

nya tepat atau linier. 

Selanjutnya, pengujian diagnosis 

dilakukan dengan pengujian kebaikan 

model (goodness of fit). Pengujian ke-

baikan model ini terdiri dari intepreta-

si koefisien determinan dan pengujian 

eksistensi model. Koefisien determi-

nan (R2) menunjukkan daya ramal dari 

model terestimasi. Dari tabel 2 terlihat 

nilai koefisien determinan sebesar 

0,6417, artinya 64,17 persen variasi 

variabel tingkat kemiskinan (POVR) 

dapat dijelaskan oleh variabel status 

daerah (D1), desentralisasi fiskal (DF-

HBP), pertumbuhan ekonomi (EG) 

dan indeks pembangunn manusia (H-

DI). Sisanya 35,83 persen dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lain yang tidak 

dimasukan dalam model. Besarnya ni-

lai koefisien determinan tersebut cu-

kup tinggi untuk data cross section. 

Pengujian kebaikan model se-

lanjutnya terkait model eksis apabila 

seluruh variabel independen secara si-

multan memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen (koefisien regresi 

tidak secara simultan bernilai nol). Uji 

eksistensi model adalah uji F. Hipote-

sis nol dalam penelitian ini adalah mo-

del yang dipakai eksis. Menolak hipo-

tesis nol apabila probabilitas statistik F 

lebih kecil sama dengan α. Nilai pro-

babilitas statistik F adalah sebesar 

0,0000 lebih kecil dari 0,01 (lihat tabel 

2). Jadi menolak hipotesis nol, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

model yang dipakai eksis. Model yang 

dipakai eksis memiliki pengertian bah-

wa secara simultan variabel variabel 

status daerah (D1), desentralisasi fis-

kal (DFHBP), pertumbuhan ekonomi 

(EG) dan indeks pembangunn manusia 

(HDI) memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan kemiskinan (PO-

VR). 

Pengujian diagnosis yang tera-

khir adalah uji validitas pengaruh vari-

abel independen secara pasial dengan 

uji t. Hipotesis nol menunjukkan ma-

sing-masing variabel independen tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. Menolak hipotesis 

nol apabila probabilitas statistik t lebih 

kecil sama dengan α. Berdasarkan ta-

bel 2, probabilitas statistik t yang lebih 

kecil dari 0,01 adalah variabel indeks 

pembangunan manusia, sedangkan a-

pabila probabilitas statistik t variabel 

pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari 

0,10. Hasil lain dari tabel yang sama 

menunjukkan probabilitas statistik t 

variabel status daerah dan desentrali-

sasi fiskal lebih besar dari α. Dengan 

demikian, variabel indeks pembangu-
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nan manusia dan pertumbuhan ekono-

mi memiliki pengaruh signifikan ter-

hadap tingkat kemiskinan di kabupa-

ten dan kota Provinsi Papua, sedang-

kan status daerah dan desentralisasi ti-

dak memiliki pengaruh siginifikan ter-

hadap tingkat kemiskinan.  

Dari uji validitas pengaruh di 

muka terlihat bahwa independen yang 

memiliki pengaruh signifikan adalah 

pertumbuhan ekonomi dan indeks 

pembangunan manusia. Variabel per-

tumbuhan ekonomi memiliki koefisien 

regresi sebesar -1,4662. Pola hubung-

an antara variabel pertumbuhan eko-

nomi dan tingkat kemiskinan adalah 

linier-linier sehingga apabila pertum-

buhan ekonomi naik sebesar 1 persen 

maka tingkat kemiskinan turun sebe-

sar 1,4662 persen. Sebaliknya apabila 

pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1 

persen maka tingkat kemiskinan naik 

sebesar 1,4662 persen. Variabel in-

deks pembangunan manusia memiliki 

koefisien regresi sebesar -0,6806. Pola 

hubungan antara variabel indeks pem-

bangunan manusia dan tingkat kemis-

kinan adalah linier-linier sehingga a-

pabila indeks pembangunan manusia 

naik sebesar 1 maka tingkat kemiskin-

an turun sebesar 0,6806 persen. Se-

baliknya apabila indeks pembangunan 

manusia turun sebesar 1 persen maka 

tingkat kemiskinan naik sebesar 

0,6806 persen. 

Temuan dari penelitian ini ada-

lah pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di kabupaten dan 

kota Provinsi Papua. Peran pertumbu-

han ekonomi yang digunakan pula da-

lam melihat keberhasilan pembangun-

an, tepat digunakan untuk menjadi 

syarat bagi pengurangan kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di-

harapkan dapat dirasakan secara mera-

ta disetiap golongan masyarakat, ter-

masuk penduduk miskin. pertumbuhan 

itu perlu dipastikan terjadi di sektor-

sektor di mana penduduk miskin be-

kerja (pertanian atau sektor yang padat 

karya). Adapun secara tidak langsung, 

hal itu berarti diperlukan pemerintah 

yang cukup efektif dalam meredistri-

busikan manfaat pertumbuhan. Dalam 

hipotesis kuznet, pertumbuhan ekono-

mi dan kemiskinan memiliki hubung-

an yang erat. Pada tahap awal dari pro-

ses pembangunan, tingkat kemiskinan 

cenderung tinggi karena pertumbuhan 

ekonomi sebagai akibat dari distribusi 

pendapatan belum merata kesemua 

golongan. Namun dengan pembangun-

an yang mulai merata, secara berang-

sur-angsur mampu mengurangi kemis-

kinan. 

Perlu diperhatikan pula, pertum-

buhan tinggi untuk sebagian masyara-

kat, atau pertumbuhan “tidak terlalu” 

tinggi, tetapi dapat mengurangi kemis-

kinan dan pengangguran. Secara teori 

ekonomi makro, pertumbuhan ekono-

mi sangat terkait dengan investasi. O-

leh karena itu, untuk menghindarkan 

masyarakat dari ketidakmerataan pen-

dapatan dan kemiskinan perlu pertum-

buhan ekonomi, yang tidak harus ting-

gi tetapi dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat. Kita berharap pertumbuh-

an yang terjadi adalah pertumbuhan e-

konomi berkualitas, yaitu pertumbuh-

an yang diperoleh dari tumbuhnya se-

mua kegiatan ekonomi dan banyak di-

geluti oleh masyarakat secara luas, 

dan bukan hanya terjadi pada aktivitas 

padat modal atau sektor- sektor yang 

tidak berdampak luas pada penyerapan 

tenaga kerja. 

Temuan menarik lainnya adalah 

indeks pembangunan manusia memili-

ki pengaruh negatif signifikan terha-

dap tingkat kemiskinan. Sebagai indi-

kator pengukur keberhasilan pemba-

ngunan manusia, indeks pembangunan 

manusia (IPM) yang memiliki konsep 

dasar yang dimiliki manusia diharap-

kan mampu membawa perubahan da-

lam kesejateraan manusia. Peningkat-

an kualitas sumber daya manusia perlu 

diperhatikan dalam pembangunan, se-
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bab mampu menurunkan kemiskinan. 

Sumber daya manusia menjadi asset 

yang sangat penting dan investasi 

yang tidak ternilai dalam jangka pan-

jang, apabila pemerintah berkomitmen 

untuk meningkatan kesejahteraan dan 

menurunkan kemiskinan melalui upa-

ya pengembangan kualitas sumber da-

ya manusia. Meningkatkan pencapaian 

pembangunan manusia, kabupaten dan 

kota Provinsi Papua harus meningkat-

kan strategi pembangunan manusia 

dalam pembangunan. Strategi pemba-

ngunan manusia adalah suatu peruba-

han besar dalam prioritas pembangun-

an dengan prinsip menomorsatukan 

manusia dan menekankan pembentuk-

an modal manusia. Modal manusia 

memegang peran sentral dalam proses 

pembangunan. Kualitas seorang ma-

nusia sebagai sebuah faktor produksi 

dianggap ditentukan oleh kondisi fi-

siknya, tingkat pendidikannya, dan ke-

terampilan yang dimilikinya. Manusia 

yang berkualitas tinggi adalah manu-

sia yang sehat badannya dan mempe-

roleh cukup pendidikan dan pelatihan.  

Berdasarkan hasil analisis me-

nunjukkan bahwa status daerah dan 

desentralisasi fiskal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskin-

an. Kondisi kemiskinan di kabupaten 

dan kota Provinsi Papua tidak menun-

jukkan perbadaan yang nyata. Semua 

daerah memiliki tingkat kemiskinan di 

atas nasional dan hampir seluruh da-

erahnya juga tingkat kemiskinannya di 

atas provinsi. Tolok ukur desentralisa-

si fiskal yang ditinjau dari rasio bagi 

hasil bukan pajak terhadap total pen-

dapatan belum mampu merepresenta-

sikan keberhasilan pembangunan da-

lam meningkatkan kesejahteraan ma-

syarakat melalui pengentasan kemiski-

nan. Kontribusi penerimaan dan pe-

nyerapan bagi hasil bukan pajak yang 

masih rendah dan belum optimal da-

lam membiayai kegiatan atau program 

pro poor. Apabila dibandingkan sum-

ber dengan penerimaan pendapatan 

daerah lainnya, pendapatan bagi hasil 

bukan pajak masih sangat kecil. Se-

cara umum, alokasi dana perimbangan 

masih didominasi oleh dana alokasi u-

mum dan khusus sebagai sumber pen-

dapatan dan menjadi komponen yang 

mewarnai kapasitas fiskal daerah da-

lam penyelenggara pemerintahan dae-

rah. Hasil dalam penelitian ini yang 

sejalan dengan penelitian yang dilaku-

kan oleh Widianingrum et al. (2019) 

bahwa desentralisasi fiskal tidak ber-

pengaruh signifikan terhadap kemiski-

nan. 

 

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, 

SARAN, DAN BATASAN 

Berdasarkan hasil estimasi mo-

del ekonometrik menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi sebagai indika-

tor meningkatnya kinerja perkonomian 

mampu mengurangi kemiskinan, se-

dangkan pembangunan manusia de-

ngan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia atau sumber daya 

manusia maju juga mampu menurun-

kan angka kemiskinan. Temuan lain-

nya yang mengejutkan bahwa konse-

kuensi logis euforia otonomi daerah 

dengan proliferasi daerah belum ber-

pengaruh nyata dalam mengurangi ke-

miskinan, serta belum berperan nyata 

desentralisasi fiskal yang diukur de-

ngan rasio bagi hasil bukan pajak da-

lam menekan angka kemiskian. 

Pemerintah perlu menekankan 

pertumbuhan ekonomi berkualitas, ya-

itu pertumbuhan yang diperoleh dari 

tumbuhnya semua kegiatan ekonomi 

dan banyak digeluti oleh masyarakat 

secara luas, dan bukan hanya terjadi 

pada aktivitas padat modal atau sek-

tor-sektor yang tidak berdampak luas 

pada penyerapan tenaga kerja. Peme-

rintah perlu juga membentuk pola ke-

mitraan dengan masyarakat dan swas-

ta dalam meningkatkan kinerja pere-

konomian dan pembangunan manusia 

guna meningkatkan kesejahteraan ma-

syarakat. Selian itu pula, tanpa menga-
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baikan kebijakan desentralisasi, peng-

galian potesi sumber daya perlu diop-

timalkan untuk meningkatkan kemam-

puan dan kemandirian daerah dalam 

membiayai pengeluaran daerah, khu-

susnya dalam program pengentasan 

kemiskinan. 

Penelitian ini memiliki batasan 

dalam periode pengamatan yang dise-

babkan penggunaan data cross section. 

Penelitian ini hanya mengamati satu 

tahun saja dalam beberapa kabupaten 

dan kota di suatu provinsi. Harapan-

nya untuk penelitian kedepannya, si-

lahkan gunakan jenis data dan alat a-

nalisis yang lebih tepat sehingga mam-

pu mengamati permasalahan kemiski-

nan yang lebih kompleks. 
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